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WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 20 TAHUN 2016

TEN TANG

STRUKTUR PERANGKAT DAERAI LINGKUP PEMERINTAH KOTA TUAL

TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang @ a

Mengingat : L

WALIKOTA TUAL,
bahwa untuk melaksagakan Peraruran Daerah Kota Tual
Nomor 02 Talnm 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Tual, maka perlu menetapkan
Struktur Peraripkat Daerah Linglcup Pemerintah Kota Tual;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurufl B pern membentuk Peraturan Daerah
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tual

Pasal 18 ayat [ Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 60 Tahumn 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1837 tentang
Pembentuken Daerah-Deaerah Swatanira Tingkat I dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat 1 Maluku (Lembaran
Negara Republk Indonesia Tahun 1958 Nomor 111,
Tambahan Lemberan Negara  Republik Indonesia
Nomor 1645);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 teniang Kenangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomeor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286,

Undang Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan MNegara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahum 204 Nomer 5 Tambahan Lembaran
Negara Republbik Indonesia. Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung .Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400); '



10.

11.
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13.

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400} :

Undang-Undatg Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanm Pembangunan Nasional (Lembarvan Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perirnbangen Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438); '

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang
Pembentukan EKota Tual i Provinsi Maluku (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ~ Nomor
4747);

Undang-Undang Nomor 25 Tghun 2009 tentang Pelayanan
Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112 Tambahan Lemberan Republik Indonesia Negara
Nemer 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundeng-Undengan (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 543%2);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negare Republik  Indonesia

Tatnn 2014 Nomor §, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Malelis
Permugyawaratan Rabyat, Dewan Perwalkilan Ralkyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwalkdlan Rakyat
Daerah  [Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5586);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun - 2014 tentang Pemerintahan Daereh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahuin 2015 Nomor 58,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia




14.

15.
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Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomeor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 3547,

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nemor 97
Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negare, Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4192); '

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia

" Dalam Jabatan Struktural [Lembaran Negara Republik

17.

1B.

12,

Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republikk Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia
Talnn 2003 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263):; -

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daemh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4578}

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tehun 2003 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengewasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daergh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Peny¢lenggaraan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2008, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nornor 4815);

2l.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun QDIE tentang

Peranglkat Daerah {Lembaran Negara Rﬂpublik Indonesia




Tghun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3887);

22. Peraturan Menteri Dahm. Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hulcum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036}

23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembagian
Urusan Pememmtahan Dalam  Lingkup Kewenangan
Pemerintah Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual
Tahun 2011 ‘Nomor 36, Tembahan Lembaran Dacrah
Kota Tuel Nomor 4046).

MEMUTUSKAN :

.Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG PEMBENTUKAN

1.

o
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STRUKTUR ORGANISAS] DAN TATA KERJA PERANGEAT
DAERAH KOTA TUAL. '

BAB ]
KEETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

Kota Tual adalah Kota Tual;

Pemerintah Kota Tual adalah Pemerintah Kotz Tual;
Walikota Tual adalah Waliketa Tual

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tual;

Dewan Perwakilan Rakyat Daersh yang selanjuinya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat Daesah yang berkedudukan sebapail unsur
penyelengegara Pemerintahan Daerah:

SQekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tual;
Sekretaris Daerah adalah Sekretards Daerah Kotz Tual;

Qelkretariat Dewan Perwakilan Rakyef Daerah sclanjutnya disingkat
Qekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotz Tualk

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sclanjutnya disingkat Sekretaris
DPRD adelah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual,

10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Tual;
11.Inspektorat adalah Iespektorat Kota Tual
12.D1nas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Tual

i 13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Tual

‘14 Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai pclaksana teknis kewilayahan

yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan. dipimpin oleh Camat;

:15 Kelurahan adalah perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan

vang mempunyai wilzyah kerja tertentu dan dipimpin oleh Lurah di bawah
kecamatan;




. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur

pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan tekmis operasional
danfatan kegiatan teknmis penunjang tertentu;

. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTE, adalah unsur

pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjng tertentu;

.Jabatan  Struktural adalah  kedudukan yang menunjukkan  tugas,

tangpungjawab, wewenang dan hak seorang pegawal negeri sipil dalam
rangka memimpin suati satuan crganisasi;

. Jabatan fungsional Pegawai Neger Sipil yang selanjutnya disebut jabatan

fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab,
wewenang dan hak seorang Pegawai Negerl Sipil dalam suatu satuan
organisasi yarg delam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat manciri;

Pelaksana acdalah jabatan di luar jabatan struktural maupun jabatan
fungsional bcrada di bawah pejabat eselon terendah yang melaksanakan
sehagian tugas pada jabatan struktural,

. Standar Kompetensi Jabatan yang selanjutnya disebut standar kempetensi

adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai
Negeri Sipil dalam pelaksanaen tugss jabatan.

Tipelogi adalah besaran organisasi perangkat daerah untuk menentkan tipe
perangkal daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintah;

Tunjangan Jabatan edalah tambahan pendapatan diluer gafi pokok yeng

diberikan pemerintah kepada Pegewmi Negeri Sipil yang menduduki jabatan
sirukiural maupun fungsional eeeual dengan golongan/jenjang pangkat yang

dimilikinya dan besarannya ditetapkan peraturan perundangan secara

nasional;

. Tunjangan Deerah adalah tambahan pendepatan diluar gaj pokok yang

diberikan pemerintah daerah kepads Pegewel Negeri Bipll daerah yang
menduduki jabatan struktural, fungsional dan pelaksana yang besarannya
ditetapkan Pernerintah Daerah sesuai dengan kemampuan Keuangan dasrah;

Tugas Pokok adalah stkumpulan aktifitas untuk menyelesaikan pekerjaan;

Fungsi adalah sekelompok aktifitas yang tergolong pada jenis yang sama
berdasarkan sifat atau pelaksaannya;

Uraian Tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semug2 tugas jabatan
yang merupakan tugas pokok yang dilakukan aleh pemegang jabatan dalam
memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan ini, dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kot Tual yang terdiri dari:

a

Sekretariat Daerab;




Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Inspektorat; '

Dhinas Daerah;

Badan Daerah;

Kecamatan; dan

Kelurahan,

‘o 5T

....____ -~

Pasal 3

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 antara lain :

Sekretan at Daeral;

Sekretariat Dewan Perwalkilan Rakyat Daerah Kota;

Inspektorat Daecrah;

Dinas Daersh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri dari:

oy

1. Dings Perikanan;

Dinas Pendidikan dan Kebudaysan;
Dinas Kepemudasn dan Olahraga;
.Dinas Keschatan;

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluargs Berencans,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Dines Sosial;

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

10, Dina& Pariwisata;

11, Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

12. Dinas Pertanian; '

13, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;

" 14. Dinas Ketahanan Pangan;

15. Dinas Pemberdayaan Masvarakat dan Desa;
16. Dinas Perhubungan;

LI G
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. 17, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daeraly

. 18. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

19, Dinas Komunikasi dan Informatika;

20. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

71 . Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

22 Dinas Pemadam Kebalcaran.

e. Badan Dacrah Kota Tual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurf e
terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerab;
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2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
3. Badan Pendapatan Daerab
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Pasal 4

Selain struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah sebagaimana
dimmaksud dalam Pasal 2, kecamatan ditetapkan sebagai perangkat dacrah
Kecarnatan scbagaimana dimaksud peda ayat (1} terdiri dari:

Kecamatan Pulan Dullah Selatan;

Kecamatan Pulaa Dullsh Utara;

Kecamatan Tayando Tam dengan;

Keramatan Pulau-Pulau Kur;

Kecamatan Kur Selatan.

pon oom

Pasal &

Seclain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4,
Kelurahan ditetapkan sebagai perangkat daerah.

Kelurahan sebagaimena dimaksud pada avat (1) terdiri dari:
a Kelurahan Lodar El

b. Kelurahan Masrum; dan

c. Kelurghan Ketsoblak.

BaB I
KEDUDUEKAN DAN STRUKTUR ORGANEISASI
PERANGEAT DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 6

Sekretariat Deerah merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh seorang
Sekretaris Daerah  vyang  berkedudukan dibawah  Walikota dan
bertanggungjawab kepada Walikota,

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD vyang
dipimpin cleh scorang Sekretaris DPRD yang berkedudukan secara teknis
operasional berada di bawah dan bertangpung jawab kepada pimpinan DPRD
dan secara adminsitratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah;

Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang Inspektur
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan
secara teknis administralil mendapal pembinaan dari Sekretaris Daerahy

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugasnya dipi mpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung lawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah;




e. PBadan Daecrah dalam melaksanakan tugasnya dipimpin cleh seorang Kepala
Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalut Sekretaria Daerah;

'f, Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melahu Sekretaris Daerah; dan

., Kelurahan dipimpin oleh seorang larah yang Berkedudukan dibawah dan
bertangenng jawab Kepada Walikota Melalui Camat.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 7

Bapgan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada
‘Lampiran I sampai dengen Lampiran XXXV merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV __
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
SQTRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DERANGKAT DAERAH

Pasal®

‘Penjabaran tugas pokok, fungsi dan urajan tuigas Organisasi Perangkat Daerah,
!diteta,pkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Tual

BAB V
TATA KERJA

Pasal G

[1] Dalam mclaksanaken tugasnya, Sekretaris Daerah dan Satuan Kerja
Perangkat Daemah dalam satuan organisasi masing-masing wajb
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan
horizontal.

{2) Prinsip koordinesi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada
: ayat (1) secara vertikal dan horizontal baik dalam linglkup  masing-masing
; maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta
i instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

|

,! () Setinp satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kota Tual
I bertanggungjawab kepada Pimpinan Satuan Organisasi secara berjenjang,
![2] Setiap Pimpinan Satian Organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kota Tual,
! meks nakan koorrdinasl don pengawasan melekal dan apabila terjadi
! penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,




|
I
![3] Setiap pimpinan satuan corganisasi daelarn lingkungan Pemerintah Kota Tual
E bertanggungjasvab memimpin dan mengkoordinir bawahannya serta

memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagl pelaksanaan tugas dan

pekerjgannya.

I
‘{4} Setiap pimpinan ﬂrgaﬁisasi walib menyampaikan laporan berkala masing-
! masing iepat wakiu kepada atasan.

{8} Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan

wajib diclah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih
lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan,

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN,
FPEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI

Bagian Pertamg
Kepangkatan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pagal 11

Jenjang  jabatan  dan  kepangkatan, pengangkatan, pemindshan dan
pemberhentien  kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaks.

Baglan Kedua
Eselonisasi

Pasal 12

Eselonisasi diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bab VI
KETENTUAN PERALIHAN

| Pasal 13

I[1] Sebelum ada penpangkatan, pemberhentian dalam jabatan bagi pejabat
: strukiural dalam lingkup Sekretariat Dacrah maka pcjabat struktural yang
‘ ada tetap melaksanakan tugas jJabatan sampai  dietapkan lain
‘ olech Walikota.

i2) Bagi pembat struktural yang nomenklatur mengalami perubahan tetapi
melaksanakan tuges den fungsi yang sama tetap berlaku ketentuan pada
. ayat (1) Pasal ini.

.[3} Pengecualian atas ketentuan pada ayat (1) Pasal ini apabila jabatan
strukturel vang dihapus dan atau digabung.




BAB VIl
KETENTUAN PENUTUFP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai beriaku sepk tanggal diundangkan.

Agar setiap orang .ﬁlﬂngctahuin}m, memerintahkan pﬁlgl.mdangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita ZDaﬂrah Kota Tual

. Ditetapkan -di Tzl
PARAF HIERARKIY I pada tanggal -OI November 2016

WALIKOTA TUAL

Sekda : i
Kabag. Hokum & HAM 4’, '

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan d Tual
pada tangegal (f November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,




BAR VI
KETENTUAN PENUTUP
Paszal 14

‘Peraturan Walikota i mulai berlalou sejpk mangpal ditndangkan,

Agar sectiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
‘Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

A 15 nl &) November 2015

Diundangkan di Tual
' I‘Nc:iw:mbcr 2016

-|. ;"’v

RS DAEMH Sum TUAL,

| .
!EERITA. DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2016 NOMOR
|




